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Abstrak : PKS berpandangan bahwa lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif di Indonesia menjadi sarang KKN sehingga, perlu langkah berupa reformasi untuk terwujudnya cleaning goverment. Pada pemilu tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera menggunakan slogan “Bersih, Peduli dan Profesional”. Dari latar belakang penelitian tersebut peneliti mencoba untuk mengetahui simbol ideologi FPKS baik verbal dan non verbal di DPRD Provinsi Jawa Barat serta bagaimana FPKS dalam mengkonstruksikan konsep Interaksi Simbolik dari George Herbert Mead. George Herbert Mead dalam Soeprapto (2001:161) memandang bahwa interaksionisme simbolik  merupakan konstruksi dari beberapa pengertian tentang diri sendiri, tindakan, objek dan sebagainya. Mead ingin menyimpulkan bahwa manusia dipandang sebagai organisme aktif yang memiliki hak-hak terhadap objek yang ia modifikasikan. 
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Abstract : Partai Keadilan Party  believes that the executive, legislative and judicial branches of government in Indonesia into a den of corruption, so, need to step to the realization of the reform of Government cleaning. In the 2009 elections the Prosperous Justice Party used the slogan "Clean, Caring and Professional". From the background of the study researchers tried to find a symbol of ideological FPKS both verbal and non verbal at the Parliament of West Java province as well as how to construct concept FPKS in Symbolic Interaction of George Herbert Mead. George Herbert Mead in Soeprapto (2001:161) considers that symbolic interactionism is the construction of some sense of self, action, object and so on. Mead wanted to conclude that humans are viewed as an active organism that has the rights to modify objects that he is. 
 Key Word
: Symbolic Interaction, Political Communication, Partai Keadilan  Party

1. PENDAHULUAN 
Kehadiran Partai Keadilan bukan sekedar untuk mengikuti pemilu. Dalam istilah kotemporer hizb atau partai dinisbahkan pada sekelompok warga negara yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama, dan mereka mengorganisasikan diri untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Partai bagi gerakan dakwah bergerak untuk menyampaikan amar maruf nahi mungkar. Iklim politik untuk saat ini memungkinkan  untuk membuka mimbar dakwah di lembaga legislatif (parlemen) maupun di lembaga eksekutif (kabinet pemerintahan). Partai Keadilan Sejahtera mencoba membuktikan dalam realitas sesungguhnya. Dalam ideologi mereka “ politik tidak selalu kotor. Politik bisa juga mengantarkan orang ke surga”. (Fakih dalam Damanik, 2002 : 362)
Hidayat Nur Wahid dalam  Damanik Ali (2002;233) mengatakan bahwa partai ada untuk memberikan pemberdayaan masyarakat, pembelajaran masyarakat, bisa menjadi faktor alternatif bagi masyarakat, faktor amaar ma`ruf nahi mungkar
. Nilai yang menjadi ideologi gerakan para kader Partai keadilan sejahtera yaitu nilai-nilai dalam agama Islam. Partai Keadilan sejahtera bergerak dalam suatu bingkai cita-cita yang lebih tinggi yaitu komitmen seorang muslim terhadap bidang politik. Sehingga, para kader yang duduk di legislatif mereka mempunyai amanah yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,  partai, dan masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah, politik yang mereka kembangkan adalah “politik dakwah”. Penghayatan terhadap ideologi keagamaan membuat para kader termasuk yang telah duduk di parlemen memiliki tingkat resistensi yang tinggi terhadap nilai yang bertolak belakang dengan nilai Islam. 

Pada pemilu tahun 2009 Partai Keadilan Sejahtera menggunakan slogan “Bersih, Peduli dan Profesional”. Slogan ini diperkuat  lagi dengan visi PKS 2005-2010: “Menjadi Partai Dakwah yang Kokoh untuk Melayani dan Memimpin Bangsa”. Dengan visi opsesif PKS 2005-2010 ini gerakan PKS ke depan berkonsentrasi pada dua agenda besar PKS yakni pengokohan jati diri PKS sebagai partai dakwah dalam segala aspek dan peningkatan pelayanan dan peran PKS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam berbagai bidang kehidupan. (Zaidi, 2007 :4) 

Slogan Bersih, Peduli dan Profesional di artikan para kader PKS yang terjun di dunia politik praktis dengan memperlihatkan sikap jujur. Misalnya tidak terlibat dengan kasus korupsi. Dalam wawancara dengan Hj.Diah Nurwitasari, Dipl, Ing para kader di perlemen  bersiasah  mengusung nilai-nilai kejujuran atau bersiasat dengan bersih dan transparan. Jika dahulu politik di gambarkan syarat kepentingan elit dan penuh  perebutan kekuasaan yang tidak sehat maka FPKS ingin mengubah citra tersebut. FPKS di DPRD Provinsi Jawa Barat ingin menunjukkan bahwa politik yang berpihakan pada kepentingan masyarakat. Ketika kader PKS terjun di dunia politik praktis mereka berusaha mencerminkan sikap melayani pada masyarakat. Dalam Islam diajarkan seorang pemimmpin adalah seorang pelayan ummah.
Para Kader PKS di legisltif berusaha untuk mengimpelentasikan ideologi partai yang mereka anut seperti dalam slogan Bersih, peduli dan profesional. Di tahun 2009 slogan ditambahkan dengan kata profesional dengan pertimbangan karena setelah pemilu di tahun 1999 kemudian 2004 Partai Keadilan Sejahtera lebih banyak di kenal oleh masyarakat banyak, ini bisa di buktikan dengan perolehan suara pada pemilu yang pada akhirnya bisa mengantarkan para kadernya ke lembaga eksekutif dan legislatif. Dengan banyaknya kader yang terjun dalam ranah politik praktis serta birokrasi pemerintahan PKS ingin menunjukkan bahwa mereka bisa bertindak secara profesional

Beberapa hasil  penelitian strata dua yang dijadikan referensi  antara lain tesis yang berjudul Penelitian komunikasi politik di lembaga legislatif berjudul Komunikasi Politik Wanita Studi Fenomenologi (Politikus Wanita di DPRD Provinsi Jawa Barat) Penelitian dilatar belakangi oleh  adanya undang-undang no. 12 tahun 2003 tentang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %. Penelitian lebih menfokuskan pada komunikasi politikus wanita sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan interaksi simbolik. Adapun subjek penelitian yaitu informan kunci ditentukan dengan mengikuti tradisi fenomenologi yaitu tidak lebih dari 10 orang. Proses Komunikasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengambilan Keputusan.  Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan komunikasi politik DPRD Provinsi Riau  dalam pengambilan keputusan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang proses komunikasi politik, arus komunikasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi  komunikasi politik DPRD dalam pengambilan keputusan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.  Tesis yang berkaitan dengan Dunia simbolik pengemis Kota Bandung Studi Tentang Konstruksi Sosial dan Manajemen Komunikasi Para Pengemis di Kota Bandung.  Penelitian ini menggunakan interaksi simbolik dan fenomenologi. Dalam tesisnya menyebutkan  bahwa kehidupan pengemis dalam pendekatan interaksi simbolik  merupakan sebuah analisis sosiologis untuk mengungkapkan kehidupan pengemis yang dianggap sebagai “aktivitas menyimpang”

2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  Mengenai pendekatan kualitatif Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2000:3), menyetakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Dalam operasionalisasi penelitian, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan serta berusaha memahami dan menganalisisnya. Langkah-langkah dilapangan dilakukan secara sistematik sebagai usaha menjawab sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan.

Maurice Natason, menggunakan istilah fenomenologis sebagai suatu istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk  memahami tindakan sosial. Menurut Natason, pandangan fenomenologis atas realitas sosial, menganggap dunia intersubjektif sebagai terbentuk dalam aktivitas kesadaran yang salah satu hasilnya adalah ilmu alam. ( Mulyana, 2003 :59)

Sebagai suatu istilah, fenomenologi telah ada sejak Immanuel Kant yang mencoba memikirkan dan memilah unsur mana yang berasal dari pengalaman dan unsur mana yang terdapat dalam akal. Menurut Collin (1997:111) dalam Sukidi (2002 : 30) fenomenologi mampu mengungkap objek secara meyakinkan, meskipun objek itu berupa objek kognitif, maupun tindakan ataupun ucapan. Fenomenologi mampu melakukan itu karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang selalu melibatkan mental. Fenomenologi akan berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya serat fenomena yang dialaminya oleh informan dan dianggap sebagai entitas sesuatu yang ada dalam dunia ( Collin, 1997 : 115). Fenomenologi tidak pernah berusaha mencari pendapat dari informan apakah hal ini benar atau salah akan tetapi fenomenologi akan berusaha “mereduksi” kesadaran informan dalam memahami fenomena itu. Menurut Leither dan Wood (Orleans, 2000 : 1459) 

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku manusia dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Manusia bertindak hanya berdasarkan definisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka. “Realitas” terletak pada mata yang melihat. Dalam pandangan interaksi simbolik, sebagaimana ditegaskan Blumer, proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegaskan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakkan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan proses tersebut bukan lah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan subtansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. Bagi penganut interaksi simbolik masyarakat adalah proses interaksi simbolik.

Teori interaksi simbolik berupaya mengkonstruksikan pengertian tentang diri sendiri, tindakan dan objek. Kemudian Herbert Blummer mengembangkan lebih lanjut gagasan Mead ini dalam lima konsep dasar, yaitu konsep diri, konsep tindakan, konsep objek, konsep interaksi sosial dan konsep aksi kolektif. Penjelasannya sebagai berikut :

(1) Konsep “diri” bahwa manusia bukan semata-mata organisme yang bergerak di bawah pengaruh stimulus baik dari luar maupun dari dalam. Melainkan “organisme yang sadar akan dirinya”(an organisme having a self). Dalam berinteraksi dengan diri sendiri, manusia mampu memandang dirinya sebagai objek pikirannya, bergaul dan berinteraksi dengan dirinya sendiri. Sedangkan dalam bentuk tindakan, manusia melakukan dialog internal dalam menyusun konsep dan strategi untuk berhubungan dengan dunia yang berada diluar dirinya. Hasil interaksi internal ini akan bermuara pada tindakan.

(2) Konsep “tindakan” yang dibentuk dalam dan melalui proses interaksi dengan dirinya sendiri. Tindakan manusia sendiri tidak semata-mata sebagai reaksi biologis, melainkan hasil konstruksinya. Karena itu, manusia sendiri tidak semata-mata sebagai reaksi biologis, melainkan hasil konstruksinya. Karena itu, manusia sendiri adalah konstruktor atas tindakannya, artinya sebelum bertindak manusia harus menentukan tujuan, menggambarkan arah tingkah lakunya, memperkirakan situasinya, mencatat dan menginterpretasikan tindakan orang lain serta mengecek dirinya. Mead menyimpulkan bahwa manusia dipandang sebagai organisasi aktif yang memiliki hak-hak terhadap objek yang dimodifikasikan. Tindakan yang dipandang sebagai tingkah laku dibentuk oleh pelaku, sebagai pengganti respon yang didapat dari dalam dirinya.

(3) Konsep “objek”. Manusia hidup di tengah-tengah objek, baik bersifat fisik atau sesuatu yang abstrak (konsep kebebasan atau filsafat). Inti dari objek itu tidak ditentukan oleh ciri-ciri interaksinya, melainkan oleh minat orang dan arti yang dikenakannya kepada objek-objek itu. Objek tersebut bagi Mead merupakan sesuatu yang bisa ditunjuk atau dirujuk, baik yang bersifat nyata maupun abstrak. Interaksionisme simbolik memandang kehidupan kelompok manusia adalah sebuah proses dimana objek-objek diciptakan, dikukuhkan, ditransformasikan bahkan yang dibuang. Kehidupan dan perilaku manusia secara pasti berubah sejalan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia objek mereka.

(4) Konsep “interaksi sosial”. Interaksi berarti bahwa setiap peserta memindahkan diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain. Manusia mencoba memahami maksud asli yang dilakukan orang lain, sehingga interaksi dan komunikasi dimungkinkan terjadi. Interaksi itu tidak hanya berlangsung melalui gerak-gerik saja, tetapi juga melalui simbol-simbol yang perlu dipahami dan dimengerti maknanya. Dalam interaksi simbolik, orang mengartikan dan menafsirkan gerak-gerik orang lain dan bertindak sesuai dengan maknanya itu.

(5) Konsep “aksi kolektif” yang lahir dari perbuatan masing-masing peserta yang kemudian dicocokan dan disesuaikan satu sama lain. Inti dari aksi kolektif adalah penyerasian dan peleburan arti, tujuan, pikiran, dan sikap. Karenanya interaksi sosial itu memerlukan banyak waktu untuk mencapai keserasian dan peleburan.
Para pakar teoritisi ilmu politik dan ilmu komunikasi berupaya untuk memberikan suatu pengertian tentang apa itu komunikasi politik. sulit kiranya untuk memunculkan suatu pengertian yang dapat memenuhi semua disiplin ilmu. Namun demikian, upaya maksimal para pakar telah memberi kontribusi yang sangat berharga dalam memperkaya rujukan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi.
Format pengertian yang muncul dalam visi (sisi pandang) beragam sesuai disiplin ilmu yang melatarbelakanginya. Maswadi Rauf (dalam Sumarno dan Harun, 2006 : 3) seorang pakar politik menempatkan komunikasi politik sebagai objek kajian  ilmu politik, karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkaitan kekuasaan politik negara, pemerintahan dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai  pelaku kegiatan politik . Dalam konsep pemikiran Maswadi Rauf melihat komuniksi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi polilik sebagai sebuah kegiatan dan sebagai kegiatan ilmiah.

Komunikasi sebagai kegiatan  politk  merupakan penyampain Pesan-pesan yang bercirikan politk oleh aktor-aktor politik  kepada pihak lain. kegiatan ini bersifat  empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sedangkan sebagai kegiatan ilmiah maka komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.


Pengertian lain yaitu dari Rusadi Kantaprawira ( dalam Muhtadi, 2008 :30) seorang pakar hukum, melihat komunikasi politik  dari segi kegunaan. Menurut Rusadi, komunikasi politik itu adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intern golongan, instansi, asosiasi ataupun sektor kehidupan politik pemerintahan. Sisi pandang kedua pakar tersebut cukup memberi makna yang sangat berharga untuk meyusun kerangka pengertian secara definitif.

Formulasi pengertian yang agak unik  yaitu yang diangkat Dan Nimmo dalam buku “political Communication (activity) consider political by virtue of its consequences (actual and potential) which regulate human conduct under conditions of conflict”.
Menurut Dan Nimmo  menggunakan politik hanyalah untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial.Yang melatarbelakangi pemikiran Dan Nimmo sehingga memunculkan pengertian komunikasi politik  berada dalam kondisi konflik tidak jelas. Pemikiran ini bersifat situasional, karena konflik terjadi akibat tidak tercapainya ideal komunikasi yang mampu mengeinterperetasikan berbagai simbol-simbol yang disetujui dan diakui bersama. 

Pengertian lainnya tentang komuniksi politk yaitu dari Mark Roelofs dan Barm Lund yang menyatakan sebagai berikut :

“Politics is talk or put the matter, more exactly the activity of politics (politicking) is talking”.

Dari ungkapan yang di paparkan diatas walaupun dalam kalimat sederhana, namun cukup memberi isyarat bahwa komunikasi politik lebih memusatkan kajiannya pada bobot materi muatan yang berisi  pesan-pesan politik (isu politk, peristiwa dan perilaku politk individu-individu baik sebagai penguasa maupun yang berada dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan atau asosiasi politik).

Berdasarkan pemikiran tersebut  Sumarno dan Harun (2006 : 6) dalam buku yang berjudul Komunikasi suatu pengantar memberikan suatu formulasi pengertian komunikasi politik, sebagai berikut :

“ Komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti “.


Pengertian tersebut menunjukkan kepada sikap dan perilaku individu-individu yang berada dalam lingkup sistem politik yang mencerminkan suatu bagunan kehidupan negara dengan segala kompleksitasnya untuk mencapai ideal negara sehingga akan tampak jelas perpaduan  seluruh unsur yang ada dalam lingkup negara adalah produk komunikasi politk. Karena itu komunikasi politik bukan membahas suatu proses yang bersifat temporer atau situasional tertentu, namun bahasan komunikasi politik akan menampakkan  karakter sebagai identitas keilmuan , baik sebagai ilmu murni maupun sebagai ilmu terapan.

           Dengan memperhatikan berbagai gambaran permasalahan yang berkaitan dengan fungsi komunikasi dalam suatu sistem dan kehidupan politik, terasalah perlunya suatu kerangka kajian yang dapat dijadikan patokan dalam menjelajahi lingkup studi komunikasi politik, Pye beranggapan bahwa masalah yang dirasakan  secara luas adalah pada  pembangunan sarana komunikasi nasional yang baru dan lebih universal, dan pada penegakkan saluran-saluran komunikasi dan transportasi yang lebih effektif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menjadi lebih dekat satu sama lain. Hal ini dikarenakan sebagian dari problem konsensus politik berkaitan dengan attitude dan sentimen yang dianut secara mendalam oleh setiap individu, yang tumbuh dari pengalaman-pengalaman komunikasi mereka secara akumulatif.

Dengan demikian sudut tinjau komunikasi politik memungkinkan untuk menganalisis masalah-masalah berikut ini :

1. Menghubungkan pembangunan media massa, organisasai-organisasi artikulasi politik dan pernyataan kepentingan dan pembentukan opini kolektif, dengan reaksi individual terhadap tantangan ide-ide baru, peradaban mereka atas nilai-nilai yang saling bertentangan dan pencarian mereka akan perspektif-perspektif baru.

2. menunjukkan bahwa seluruh problematik yang komplek tersebut mendasari permasalahan umum konsensus politik.

Pye percaya bahwa memang telah ada hubungan erat yang inhern antara proses komunikasi dengan proses politik. maka dengan suatu permintaan khusus akan bantuan semua ilmu-ilmu sosial yang relevan, akan menjamin bahwa hasil sumbangan tersebut akan bermakna bagi pemahaman dimensi-dimensi politik dari pembangunan.

Dengan berbagai pernyataan para ahli di atas, tampaklah betapa luas sesungguhnya permasalahan yang menjadi liputan komunikasi politik terutama di sebabkan oleh karena baik disiplin komunikasi maupun politik, memang mempunyai lingkup yang hampir tidak terbatas dalam mengkaji kehidupan manusia. Untuk membatasinya maka Almond dan Powell dalam Nasution (1989 : 27) menyarankan suatu jalan tengah, dengan berusaha memfokuskan penelaahan komunikasi politik  pada 

1. Arus informasi yang paling umum dan signifikan dalam sistem-sistem politik.

2. Struktur-struktur yang menampilkan aktivitas komunikasi politik itu dapat dianalisis dan diperbandingkan. Dengan cara ini analisis komunikasi mendapat manfaat sebagai suatu fokus yang terintegrasi ke dalam framework ilmu politik.

3. Implikasi penampilan fungsi komunikasi terhadap fungsi-fungsi politik yang lain juga dapat dipelajari. Pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik misalnya jelas tergantung pada informai yang akurat dan pengkomunikasian pesan-pesan politik yang effektif kepada mereka yang berada di lapisan yang lebih rendah, baik sipil maupun militer, yang terdapat di seluruh wilayah sistem politik yang bersangkutan.

4. Analisis terhadap penampilan fungsi komunikasi oleh berbagai struktur dan dengan bermacam cara, juga dapat menungkapkan masalah endemik yang dihadapi oleh berbagai macam sistem dalam memelihar dan mempertahankan tingkat penampilan yang bersifat publik. Dalam hal ini, analisis komunikasi memberi jalan bagi dilakukannya prediksi dan pemahaman atas pengembangan sistem politik, sekaligus perincian lebih lanjut dalam melakukan pembedaan antar sistem-sistem politik yang beraneka.

3. Hasil

Slogan bersih, peduli dan profesional di artikan para kader PKS yang terjun di dunia politik praktis dengan memperlihatkan sikap jujur. Misalnya tidak terlibat dengan kasus korupsi. Dalam wawancara dengan Hj.Diah Nurwitasari, Dipl, Ing para kader di perlemen  bersiasah  mengusung nilai-nilai kejujuran atau bersiasat dengan bersih dan transparan. Jika dahulu politik di gambarkan syarat kepentingan elit dan penuh  perebutan kekuasaan yang tidak sehat maka FPKS ingin mengubah citra tersebut. Implementasi pandangan FPKS ketika di parlemen bisa di gambarkan jika mengacu pada  wawncara dengan Eka Hadian anggota legislatif dari FPKS periode 2009-2014 mengatakan :

 “Ada kebiasaaan-kebiasaan menerima gratifikasi, yang kalau menurut saya itu sebaiknya tidak diterima tetapi menurut yang lainnya sah-sah saja. Melihat hal tersebut saya banyak mencotohkan dengan sikap saya, tidak perlu dengan lisan. Apabila ada permasalahan yang saya kurang paham maka akan saya konsultasikan kepada dewan syuro di tingkat daerah, wilayah dan pusat. Dewan syuro bertujuan untuk mendiskusikan hal-hal yang meragukan. Misalnya masalah keungan yang berkenaan dengan uang yang boleh diterima dan uang yang tidak boleh diterima.”

Sikap profesionalisme  dari para kader seperti yang di contohkankan oleh Lalu Suryade memberikan sikap yang dapat di percaya, bekerja tanpa pamrih, mentaati semua peraturan di parlemen. Misalnya setiap anggota fraksi harus mengikuti rapat fraksi serta rapat komisi. Dengan menuruti semua peraturan secara otomatis kita bisa memperlihatkan kinerja. Banyak anggota dewan yang absen ketika rapat komisi dan lebih banyak melibatkan diri pada studi banding. Alasannya karena studi banding lebih menguntungkan secara finansial. Maka dari itu untuk rapat komisi banyak anggota dewan yang mangkir sehingga rapat komisi yang lebih penting dari studi banding sering kosong

Mengacu pada Konsep “objek”. Manusia hidup di tengah-tengah objek, baik bersifat fisik atau sesuatu yang abstrak (konsep kebebasan atau filsafat). Inti dari objek itu tidak ditentukan oleh ciri-ciri interaksinya, melainkan oleh minat orang dan arti yang dikenakannya kepada objek-objek itu. Objek tersebut bagi Mead merupakan sesuatu yang bisa ditunjuk atau dirujuk, baik yang bersifat nyata maupun abstrak. Interaksionisme simbolik memandang kehidupan kelompok manusia adalah sebuah proses dimana objek-objek diciptakan, dikukuhkan, ditransformasikan bahkan yang dibuang. Kehidupan dan perilaku manusia secara pasti berubah sejalan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia objek mereka

Setelah menduduki kursi di parlemen tidak dengan serta merta anggota legislatif lepas dari partai yang telah mengusung namanya. Di lingkungan internal Partai Keadilan Sejahtera mereka membentuk Majelis Syuro. Fungsi dari Majelis Syuro ini sebagai lembaga diskusi atau musyawarah para kader yang berada di politik praktis atau non politik praktis. Tema-tema yang diusung meliputi semua bidang kehidupan seperti teologi, individu, keluarga, politik, ekonomi, sosial, hukum, kebudayaan, pendidikan, Iptek dan gender. Kesemua itu jika merujuk pada buku platform PKS merupakan bagian dari falsafah dasar perjuangan. Dalam wawancara dengan Nur Supriyanto yang merupakan Wakil Ketua  III DPRD Jawa Barat mengatakan setiap kader di ranah manapun ia berdakwah tetap menjalani aktivitas tarbiyah. 

Konsep “aksi kolektif” dari Herbert Mead menyatakan  interaksi yang terjadi di parlemen  mencoba untuk menyesuikan dengan visi serta misi masing-masing. Walaupun menurut informan dari FPKS penyesuaikan serta pencocokan antara anggota parlemen sifatnya tentatif. Menurut Lalu Suryade tentatif dalam artian jika masih bisa dikompromikan akan di kompromikan dan yang tidak (bersifat prinsip) akan di tentang. Inti dari aksi kolektif adalah penyerasian dan peleburan arti, tujuan, pikiran, dan sikap. Karenanya interaksi sosial itu memerlukan banyak waktu untuk mencapai keserasian dan peleburan. (Soeprapto dalam Antin, 2005:27-29)

Para informan menilai birokrasi saat ini masih jauh dari kata ideal. PKS berpandangan bahwa birokrasi di Indonesia menjadi sarang KKN sehingga, perlu langkah berupa reformasi untuk terwujudnya cleaning goverment. Dengan didasarakan pada visi dan misi PKS sebagai partai dakwah, koalisi di parlemen harus mengusung agenda-agenda dakwah yang terkait dengan ishlahul hukumah, ishlahul mujtama dan ahlul al-islam
. Tetapi pada kenyataannya meski iklim kebebasan dan keterbukaan semakin lapang, terbukti dengan munculnya puluhan partai politik baru dengan berbagai identitasnya. Namun tradisi berpartai secara modern, profesional dan bertanggung-jawab di negeri ini masih belum mantap. Sejumlah partai politik masih mengesankan  didominasi oleh sekelompok elit, ketimbang digerakkan oleh ideologi bersama yang menjadi basis dan aksinya. Proses kaderisasi dan rekuitmen politik acap didasarkan pada pragmatisme jangka pendek melalui mekanisme lima tahunan untuk memenuhi kebutuhan pemilu. Sedangkan kebutuhan pendidikan politik jangka panjang dalam membangun lembaga yang kokoh dan terpercaya masih jauh dari harapan. Jika gambaran politikus di lembaga pemerintahan dapat dibayangkan bagaimana masa depan perpolitikan bangsa kedepan. Pada kenyataannya fenomena tersebut bagaimana dua mata sisi uang yang berbeda. Di satu sisi peranan anggota parlemen memiliki posisi yang penting. Fungsi-fungsi dominan pada lembaga legislatif, yaitu : 1; dimensi sebagai wakil rakyat, yang mencerminkan berbagai aspirasi dan kepentingan, 2;  dimensi sebagai legislatif (pembentukan undang-undang), 3;  dimensi pengontrol atau pengawas jalannya kekuasaan atau pemerintahan Sejalan dengan hal itu. DPRD sebagai lembaga legislatif yang  merupakan perwujudan demokrasi (kedaulatan rakyat)  pada tingkat daerah dituntut untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, baik masyarakat maupun pemerintah.

Mengacu pada lima konsep dsar dari Herbert Blummer yaitu konsep tindakan. Konsep “tindakan” terbentuk dalam dan melalui proses interaksi dengan dirinya sendiri. Tindakan manusia sendiri tidak semata-mata sebagai reaksi biologis, melainkan hasil konstruksinya. Karena itu, manusia sendiri tidak semata-mata sebagai reaksi biologis, melainkan hasil konstruksinya. Karena itu, manusia sendiri adalah konstruktor atas tindakannya, artinya sebelum bertindak manusia harus menentukan tujuan, menggambarkan arah tingkah lakunya, memperkirakan situasinya, mencatat dan menginterpretasikan tindakan orang lain serta mengecek dirinya. 

Jika dikaitkan dengan konsep tindakan interaksi yang terjadi di lingkungan anggota dewan melibatkan pertukaran makna. Pertukaran makna di terjemahkan dari hasil tindakan, perbuatan serta sikap. Bukan saja tiap fraksi yang memiliki pemahaman yang berbeda dalam menerjemahkan setiap tindakan tetapi setiap personal. Ada yang menterjemahkan bahwa setiap insentif berupa amplop ketika mengikuti rapat adalah lumrah tetapi untuk sebagian orang hal tersebut bukan barang “halal”. Untuk sebagian orang tidak dengan serta merta mengamini tradisi yang ada di lingkungan parlemen seperti adanya gratidfikasi, uang insentif, kunjugan dewan. Hal-hal tersebut ketika di tanyakan kepada informan dari FPKS bertentanagan dengan prinsip mereka. Perihal gambaran tersebut Mead menyimpulkan bahwa manusia dipandang sebagai organisasi aktif yang memiliki hak-hak terhadap objek yang dimodifikasikan. Tindakan yang dipandang sebagai tingkah laku dibentuk oleh pelaku, sebagai pengganti respon yang didapat dari dalam dirinya.

Sebagian dari  anggota FPKS selama di parlemen mereka menyayangkan kebijakan parlemen yang budget oriented.  Lalu Suryade berpendapat bahwa anggota dewan terlalu budget oriented,  jika ada dana maka baru di buatkan program. Hal tersebut menurut Lalu Suryade menghambat anggota dewan untuk mengeksplorasi kreatifitasnya. Melihat fenomena tersebut Lalu Suryade akan memperjuangkan setiap program walaupun sebelumnya tidak ada di dalam anggaran tahunan. Sikap dari Lalu Suryade terkadang mendapatkan cibiran dari anggota fraksi yang lain. Berbeda dengan ketua  FPKS yaitu Tetep  Abdullatip mengatakan dalam wawancaranya, “Sangat mustahil jika setiap program yang diajukan tidak dianggarkan dananya”. 

Dalam menyampaikan ide dan gagasan  setiap anggota dewan menggunakan bahasa. Dalam interaksi simbolik bahasa adalah  salah satu simbol yang terpenting dan isyarat (decoding). Akan tetapi simbol bukan merupakan faktor-faktor yang telah terjadi (given) namun merupakan sutau proses yang berlanjut. Maksudnya, ia merupakan suatu proses penyampaian “makna”. Penyampaian  makna dan simbol inilah menjadi subject  matter dalam interaksi simbolik .

Salah satu fungsi DPRD yang penting adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini mesti dilakukan oleh DPRD agar segala sesuatu yang sudah diputuskan bersama antara legislatif dan eksekutif benar-benar berjalan baik sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tujuan yang ingin dicapai. Apalagi mengingat bahwa dana yang digunakan adalah milik rakyat.

Para informan yang beraggapan kondisi di lembaga parlemen belum ideal dikarenakan iklim KKN masih kental hal tersebut didasarkan dari hasil pengalaman. Selama para kader berkecimpung di lembaga parlemen mereka terlibat dalam suatu interaksi. Interaksi terjadi ketika mengikuti rapat fraksi,  rapat pleno, rapat komisi, rapat paripurna atau ketika melakukan kunjungan di daerah-daerah (studi banding). Karakteristik dari teori interaksi simbolik ini ditandai oleh hubungan yang terjadi antar individu dalam masyarakat. Dengan individu, individu yang satu berinteraksi dengan yang lain melalui komunikasi. Individu adalah simbol-simbol yang berkembang melalui  interaksi simbol yang mereka ciptakan antar individu. Sedang masyarakat merupakan rekapitulasi individu secara terus-menerus. 

Kegiatan yang melibatkan anggota dewan berpotensi terjadinya suatu pertukaran simbol baik baik verbal maupun non verbal. Merujuk pemikiran dari Blummer beranggapan : (1) bahwa manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning), (2) makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan sesamanya, (3) makna itu diperlakukan atau diubah melalui sutau proses penafsiran (interpretive process), yang digunakan orang dalam menghadap sesuatu yang dijumpainya. Intinya, Blummer hendak mengatakan bahwa makna yang muncul dari interaksi tersebut tidak begitu saja diterima seseorang begitu saja kecuali setelah individu kita menafsirkannya terlebih dulu

Sekuat apapun benturan yang dialami para kader motivasi yang berasal dari dalam diri secara tidak langsung bisa menguatkan eksistensi dirinya sebagai agen dakwah. Didasarkan pada teori interaksi simbolik berupaya mengkonstruksikan pengertian tentang diri. Konsep “diri” menyatakan bahwa manusia bukan semata-mata organisme yang bergerak di bawah pengaruh stimulus baik dari luar maupun dari dalam. Melainkan “organisme yang sadar akan dirinya”(an organisme having a self). Dalam berinteraksi dengan diri sendiri, manusia mampu memandang dirinya sebagai objek pikirannya, bergaul dan berinteraksi dengan dirinya sendiri. Sedangkan dalam bentuk tindakan, manusia melakukan dialog internal dalam menyusun konsep dan strategi untuk berhubungan dengan dunia yang berada diluar dirinya. Hasil interaksi internal ini akan bermuara pada tindakan.

Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar makna-makna yang dimiliki benda itu  bagi mereka di mana makna dari simbol-simbol  itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat itu, bahwasannya interaksi antar manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh kepastian makna dari tindakan–tindakan orang lain. Dengan demikian, tindakan mereka bukan hanya saling bereaksi kepada setiap tindakan manurut pola stimulus respon, yang diyakini oleh kaum behaviorisme, semata tanpa didasari pengertian terhadap tindakan itu. Di antara stimulus dan respon, ada “penyisipan” proses penafsiran. Penafsiran inilah yang menentukan respon terhadap stimulus, yaitu respon untuk bertindak, berdasarkan simbol-simbol yang diinterpretasikan dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, intraksi sosial dalam masyarakat itu sendiri merupakan interaksi simbolik

Dapat diumpamakan bahwa manusia dipandang sebagai dua hal, kolektif dan individul sebagaimana yang mendorong perkembangan manusia dalam suatu masyarakat melalui interaksi . Interaksi yang terbentuk adalah melalui pemberian maupun penyampaian simbol-simbol terhadap orang lain, maupun terhadap dirinya sendiri. Simbol-simbol berupa ide dari individu-individu dapat diubah serta dimanipulasi dalam bagian-bagian interaksi.

Selain dipengaruhi oleh ideologi yang berasal dari partai politik inisiatif anggota DPRD FPKS di pengaruhi oleh aspirasi dari masyarakat sekitar. Anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kegiatan reses sebanyak tiga kali dalam setahun. Masa reses yang dilakukan anggota DPRD berlangsung selama sepekan. Peluang tersebut dipergunakan oleh anggota legislatif untuk “pulang” ke daerah pemilihannya masing-masing. Pada prinsipnya, interaksi simbolik berlangsung di antara berbagai pemikiran dan makna menjadi karakter masyarakat. Dalam interaksi  simbolik , kedirian individual (oneself) dan masyarakat sama-sama merupakan aktor. Individu dan masyarakat merupakan satu unit yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling menentukan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, tindakan seseorang itu adalah hasil dari “stimulasi internal dan eksternal” atau dari “bentuk sosial diri dam masyarakat”. Inilah asumsi dasar dari interaksi simbolik.

DPRD  adalah lembaga yang mewadahi dan menyalurkan kehendak rakyat. DPRD tempat berhimpunnya para wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah mempunyai fungsi yang  penting guna menyelenggarakan tugas kewajiban dan wewenanag mengatur serta mengurus rumah tangga daerahnya ( Syafrudin, 1991: 38).: 104-105). 

Peneliti pernah mengikuti kegiatan reses yang dilakukan oleh salah satu FPKS yaitu Diah Nurwitasari. Kegiatan selama sepekan oleh Diah Nurwitasari dialokasikan untuk mengunjungi beberapa daerah pemilihan tujuh serta melakukan silaturrahmi kepada Pemerintah Kabupaten Soreang. Di salah satu Dapil Kecamatan Cangkuang di daerah pemilihan tersebut Diah Nurwitasai bertemu dengan masyarakat sekitar seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pegawai kecamatan serta kelurahan, pemuda, ibu rumah tangga, guru,  para kader PKS dll. Selain berdialog dengan masayarakat sekitar Diah Nurwitasai juga melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis.

Dalam kegiatan dialog  Diah Nurwitasari meperkenalkan dirinya sebagai wakil dari rakyat yang membidangi keuangan atau komisi A. Dalam Dialognya masyarakat banyak menekankan dalam bidang perbaikan insrastruktur, kesejahteraan guru, kesejahteraan pegawai honorer, peminjaman modal usaha, pemberdayan perempuan, lingkungan sekitar seperti lahan lindung sebagai sumber air serapan dsb. Aspirasi yang berasal dari masarakat akan di sampaikan pada rapat-rapat yang dilaksanakan di lingkungan DPRD seperti rapat komisi.

Sebelum pertemuan antara Diah Nurwitasari serta warga  berlangsung peneliti sempat berdialog dengan pegawai di kecamatan Cangkuang serta para warga. Salah satu dialog yang dilakukan dengan Kepala Desa Cangkuang perihal kemenangan Diah Nurwitasari di daerah pemilihan tujuh. Informan berargumen bahwa Diah Nurwitasari getol melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa sikap yang di tonjolkan menunjukkan bahwa ia memperhatikan masyarakat di daerahnya. Selain itu sejauh ini semua aspirasi dari masyarakat diperjuangkan. Misalnya ketika masyarakat menginginkan pembanguanan infrastruktur untuk beribadah seperti mesjid, pembangunan sekolah, memperjuangkan pegawai honorer, guru honorer, memantau dana aliran BOS dll

Definisi situasi yang dibuat oleh masyarakat merupakan aturan yang mengatur interaksi antar manusia. Ada tiga jenis aturan yang mengatur  perilaku manusia ketika mereka berinteraksi dengan orang lain yang disebutkan oleh David  A Karp dan W.C. Yoel dalam bukunya “Symbols, Selves, and Soviety : Undrstanding Interaction“ (1979), yaitu  : (1) aturan mengenai ruang, (2) aturan menegnai waktu, dan (3) aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Hall dan Hall (1971) mengemukakan bahwa komunikasi non-verbal atau bahasa tubuh, yang menurutnya ada sebelum bahasa lisan, merupakan bentuk komunikasi pertama yang dipelajari manusia.

Jika menilik dari konsep interaksi sosial dari Herbert Blummer. Interaksi berarti bahwa setiap peserta memindahkan diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain. Manusia mencoba memahami maksud asli yang dilakukan orang lain, sehingga interaksi dan komunikasi dimungkinkan terjadi. Interaksi itu tidak hanya berlangsung melalui gerak-gerik saja, tetapi juga melalui simbol-simbol yang perlu dipahami dan dimengerti maknanya. Dalam interaksi simbolik, orang mengartikan dan menafsirkan gerak-gerik orang lain dan bertindak sesuai dengan maknanya itu.

Para politisi yang berkecimpung dalam partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada dalam tubuh DPRD harus memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang di sampaikan baik melalui partai politik maupun melalui lembaga legislatif. Apabila partai politik melakukan hal yang demikian berarti partai politik telah melakukan kegiatan komunikasi politik. seperti yang dikemukakan Rudini (dalam Rauf dan Nasrun, 1993 : 3) bahwa komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik dan pada waktu yang sama ia juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output sistem politik itu. Melalaui komunikasi politik rakyat memberikan dukungan, memberikan aspirasi, melakukan pengawasan itu tersalur atau bagaimana sebagaimana dapat mereka simpulkan dari berbagai kebijakan politik.

Aspirasi masyarakat memang harus menjadi perhatian yang utama bagi para anggota DPRD ketika melakukan pembahasan dan penyusunan peraturan daerah atau produk hukum lainnya. Pemanfaatan aspirasi masyarakat sebagai salah satu unsur yang diperhitungkan dalam penyususan kebijakan daerah merupakan proses pelibatan masyarakat, Bryant dan White menyebutnya sebagai “partipasi dalam proses politik” (Budiarjo, 1982 :1)

Almond dan Powell dalam Nasution (1989 : 27) dalam penelaahan komunikasi politik  pada  biasanya mencangkup pada :

5. Arus informasi yang paling umum dan signifikan dalam sistem-sistem politik.

6. Struktur-struktur yang menampilkan aktivitas komunikasi politik itu dapat dianalisis dan diperbandingkan. Dengan cara ini analisis komunikasi mendapat manfaat sebagai suatu fokus yang terintegrasi ke dalam framework ilmu politik.

7. Implikasi penampilan fungsi komunikasi terhadap fungsi-fungsi politik yang lain juga dapat dipelajari. Pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik misalnya jelas tergantung pada informai yang akurat dan pengkomunikasian pesan-pesan politik yang effektif kepada mereka yang berada di lapisan yang lebih rendah, baik sipil maupun militer, yang terdapat di seluruh wilayah sistem politik yang bersangkutan.

8. Analisis terhadap penampilan fungsi komunikasi oleh berbagai struktur dan dengan bermacam cara, juga dapat menungkapkan masalah endemik yang dihadapi oleh berbagai macam sistem dalam memelihar dan mempertahankan tingkat penampilan yang bersifat publik. Dalam hal ini, analisis komunikasi memberi jalan bagi dilakukannya prediksi dan pemahaman atas pengembangan sistem politik, sekaligus perincian lebih lanjut dalam melakukan pembedaan antar sistem-sistem politik yang beraneka.
4. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa hal sebagai simpulan, sebagai berikut:

1.  Implementasi simbol ideologi FPKS dikomunikasikan baik secara verbal dan non verbal. Simbol ideologi verbal FPKS di DPRD Provinsi Jawa Barat berupa menimplementasikan slogan 

a. Bersih 

b. Peduli

c. Profesional

d. Partai Dakwah

e. Keadilan

f. Sejahtera

g. Tafsir Lambang

Sedangkan menerjemahkan simbol ideologi berupa non verbal antar lain :

a. Jilbab Merupakan Identitas bagi Politikus Muslimah

b. Jenggot Simbol dari Sunnah Bagi FPKS

c. Larangan Haram terhadap Rokok di FPKS

d. Musik Murotalan Alunan Penyejuk Hati

e. Perhiasan Tidak Diperuntukan Bagi Laki-Laki

f. Inkonsistensi Waktu (Waktu Polikronik)

2.        Kiprah anggota legislatif FPKS di DPRD Provinsi Jawa Barat dalam dalam mengemban misi dakwah jika dikaitkan dengan konsep interaksi simbolik George Herbert Mead tentang dirinya sendiri, tindakan, objek, interaksi sosial dan aksi kolektif  antara lain Transformasi nilai yang dianut di dalam kehidupan sehari-hari contohnya :

a. Persepsi terhadap objek fisik dan non fisik

b. Adaptasi terhadap interaksi sosial.

c. Pembentukan konsep diri hasil

       interaksi.

d. Empati ketika berinteraksi
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